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ABSTRAK 

 

Penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Pengembalian Kerugian 

Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk 

menganalisis pengaturan pengembalian kerugian negara dalam perundang-undangan 

di Indonesia serta implikasi hukum pengembalian kerugian negara pada tahap 

penyelidikan. Metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang, 

pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan data sekunder berupa 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dilakukan 

melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis kualitatif. 

  Pegembalian kerugian negara diatur UU Tindak pidana Korupsi Pasal 4 dan 

Pasal 8, dalam rangka pro justisia, yakni pada tahap penyidikan dan pasca putusan 

pengadilan, diluar UU Tipikor diatur berkaitan dengan penuntutan secara perdata. 

Pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan tidak diatur secara tegas, 

namun dalam praktek dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kerugian 

negara, dampak dari tindak pidana korupsi dan bentuk kesalahan pelaku apakah 

bersifat administrasi atau terjadi korupsi karena didesain. Implikasi pengembalian 

kerugian negara pada tahap penyelidikan yakni tidak terpenuhinya salah satu unsur 

yaitu unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sehingga tidak dapat 

dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Proses ini dapat berdampak secara positif yakni 

terjadi efisiensi dalam penanganan perkara dan kerugian keuangan negara 

dikembalikan seutuhnya. 

Pengembalian kerugian negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi 

perlu diatur secara lebih tegas dan jelas, termasuk pengembalian kerugian negara pada 

tahap penyelidikan perlu dinormakan untuk memberikan pedoman bagi aparat 

penegak hukum dan kepastian bagi pencari keadilan. Pengembalian kerugian negara 

pada tahap penyelidikan, perlu diapresiasi tetapi harus diatur secara tegas dan jelas, 

sehingga tidak terjadi tebang pilih dalam penanganan perkara koruspi. 

Kata kunci: Korupsi, Pengembalian, Kerugian Negara, Penyelidikan. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Research entitled Criminal Law Policy for Returning State Losses at the 

Investigation Stage in Corruption Crimes, aims to analyze the arrangements for 

recovering state losses in Indonesian legislation and the legal implications for 

recovering state losses at the investigation stage. Normative legal research methods, 

through statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. 

Secondary data collection in the form of primary legal materials, secondary legal 

materials and tertiary legal materials was carried out through a literature study using 

qualitative analysis. 

  Recovery of state losses is regulated in the Corruption Crime Law Article 4 

and Article 8, in the framework of pro justisia, namely at the investigation stage and 

after a court decision, outside the Corruption Law, it is regulated in relation to civil 

prosecution. Refunds for state losses at the investigation stage are not strictly 

regulated, but in practice it can be carried out by considering the value of state losses, 

the impact of corruption and the form of the perpetrator's mistake whether it is 

administrative in nature or corruption occurred by design. The implication of 

returning state losses at the investigation stage is that one of the elements is not 

fulfilled, namely the element of state financial losses or the state economy so that it 

cannot proceed to the investigation level. This process can have a positive impact, 

namely that there is efficiency in handling cases and state financial losses are fully 

returned. 

Refunds for state losses in eradicating corruption need to be regulated more 

strictly and clearly, including returns for state losses at the investigation stage need to 

be normalized to provide guidelines for law enforcement officials and certainty for 

justice seekers. Refunds for state losses at the investigation stage need to be 

appreciated but must be regulated explicitly and clearly, so that there is no selective 

quoting in handling corruption cases. 

Keywords: Corruption, Refunds, State Losses, Investigations. 
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